
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Oasar Negara Republik 
lndonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Ort Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten 
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1092); 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 286 ayat (I) Undang­ 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah, 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan 
undan.g-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih 
lanjut dengan Peraturan Daerah; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 94 Undang- Undang 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
Pemerintah Pusat dan Daerah, dimana disebutkan 
bahwa dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi 
daerah ditetapkan dalam 1 (satu) Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalarn huruf a, dan huruf b perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah. 

BUPATIDELISERDANG, 

DENG AN RAHM AT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELJ SERDANG 
NOMOR 1 TAHUN 2024 

TENTANG 

PAJAK DAERAH DAN RETR1BUS1 DAERAH 

PROVINSI SUMATERA UTARA \ 

BUPATI DELI SERDANG I SALIN AN I 
I 

Mengingat 

Menimbang 



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

.Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pernerintah Pusat dengan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Undang-Vndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Tndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Undang-Vndang Nornor 8 Tahun 2023 tentang tentang 

Provinsi Sumatera Utara (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6864); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 85, Tambahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6881); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 Nomor 3) 

sebagaimana telab diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 

Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 

2 



Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di 

bidang keuangan negara. 
2. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang. 
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 

oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­ 
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

4. Pemerintah Oaerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Kepala Daerah adalah Bupati Deli Serdang. 
7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah 

Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang. 

BAB l 

KETENTUAN UMUM 
Pasal l 

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN 

RETRIBUSI DAERAH 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKJLAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG 

Dan 
BUPATl DELI SERDANG 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Deli Serdang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 9). 
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8. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati 

adalah Peraturan Bupati Deli Serdang. 
9. Perangkat Daerah adaJah organisasi atau lembaga pada Pemerintah 

Daerah_Kabupaten Deli Serdang yang bertanggung jawab kepada Bupati 
Deli Serdang dalam rangka penyelenggaraan pernerintahan di Kabupaten 

Deli Serdang. 
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan 
dengan peraturan Daerah. 

11. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah 
pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, 
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 
pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang­ 
undangan. 

12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan 
Daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakrnuran rakyat. 

13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayaran atasjasa atau pernberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan. 

14. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. 
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, 

pemotong pajak, dan pernungut pajak, yang rnernpunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

16. Penanggung Pajak adalah orang pribadi at.au badan yang bertanggung 
jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak 
dan mem.enuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 

17. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menggu nakan/ menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ a tau perizinan. 

18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut 
peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran retribusi, tennasuk pemungut retribusi tertentu. 

4 



19. Sadan adalah sekurnpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak rnelakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan kornanditer, 
perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau dengan 

nama dan dalarn bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial 
politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bcntuk badan lainnya, 
termasuk kontrak investasi kolcktif dan bentuk usaha tetap. 

20. Pajak Bumi clan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang disingkat PBS 
P-2 adalah pajak atas bumi dan/at.au bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Sadan, kecuali kawasan 

yang digunakan untuk kegiatan usaba pcrkebunan, perhutarian, dan 

pertarn hangan. 
21. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan 

pcdalaman. 

22. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilckatkan 
secara tetap diatas permukaan Bumi dan di bawah perrnukaan Bumi. 

23. Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya 
disingkat RPHTR adalah pajak atas perolehan hak alas tanah darr/atau 

bangunan. 

24. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Oangunan adalah perbuatan a.tau 

pcristiwa hukurn yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah 

dan /atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan. 

25. Hak at.as Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, tcrmasuk 

hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagairnana dimaksud 

dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. 

26. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah 

Pajak yang dibayarkan oleh konsurnen akhir atas konsumsi barang 

dan/ a tau jasa tertentu. 
27. Makanan dan/ a tau Minuman adalah makanan dan/atau m.inuman yang 

disediakan, dijual dan/ata-u diserahkan, baik secara langsung maupun 

tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. 

28. Restoran adalah fasilitas pcnyecliaan layanan Makanan dan/atau 
Minuman dengan dipungut bayaran. 

29. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu 
pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bcrmacam 
pcralatan listrik. 
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30. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat 
dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan rninum, kegiatan hiburan, 

dan/atau fasilitas lainnya. 
31. Jasa Parkir adalahjasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir 

di luar badanjalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk 
ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan 
pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk 
penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor. 

32. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau 
penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, perrnainan, 
ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati. 

33. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklarne. 
34. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan 

corak ragamnya dirancang untuk tujuan kornersial, memeperkenalkan, 
menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum 
terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, 
didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umurn. 

35. Nilai strategis penyelenggaraan reklame adalah ukuran nilai yang 
ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan 
kriteria kepadatan, pemanfaatan tata ruang untuk berbagai aspek 
kegiatan di bidang usaha. 

36. Nilai jual obyek pajak reklame adalah, keseluruhan pembayaran/ 
pengeluaran hingga biaya yang dikeluarkan oleh pem.ilik dan atau 
penyelenggaraan reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga 
beli bahan reklarne, konstruksi instalasi listrik, pembayaran/ ongkos 
perakitan, pernancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, 
pemasangan dan transportasi pengangkutan, sampai dengan bangunan 
reklame selesai, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau 
terpasang. 

37. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas 
pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

38. Air tanah adalah ai.r yang terdapat dalam lapi.san tanah atau batuan 
dibawah pennukaan tanah. 

39. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak 
MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan 
batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk 
dimanfaatkan. 
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40. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB 
adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di 
dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. 

41. Eksploitasi bahan mineral bukan logam dan batuan adalah pengambilan 
bahan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan 
atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

42. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan 
dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 

43. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu 
collocalia fuchliap haga, collocalia ma-rina, collocalia esanlanta, dan 
allocalia linchi. 

44. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu. 
45. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat Opsen PKB 

adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB 
sesuai dengan ketentuan peratu ran perundang-u ndangan. 

46. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut 
Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas 
pokok BBNI<B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

47. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD 
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam 
administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda 
pcngcnat diri atau idcntitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan 
memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya. 

48. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah 
nornor idenlitas objek Pajak sebagal sarana dalam administrasi 
pcrpajakan dcngan kctcntuan tcrtcntu. 

49. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga 
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, 
dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOPditentukan melalui 
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan 
baru, atau NJOP pengganti. 

50. Pajak yang Terutang, adalah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak 
pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam 
bagian tahun pajak menurut peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah. 
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51. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan 

data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besamya Pajak 

atau Retribusi yang terutang sarnpai kegiatan Penagihan Pajak atau 

Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan 

penyetorannya. 

52. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD 

adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan 

pengh.itungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan 

objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundangundangan perpajakan Daerah. 

53. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP 

adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data 

subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan Daerah. 

54. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya clisingkat SKPD adalah 

surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak 

yang terutang. 

55. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalab 

bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan 

menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara Jain ke kas 

Daerah melalui ternpat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

56. Surat Pernberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT 

adalah surat yang digunakan untuk mernberitahukan besarnya PBB-P2 

yang terutang kepada Wajib Pajak. 

57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat 

SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya 

jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan 

pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlab 

Pajak yang masih harus dibayar. 

58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang 

selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang 

menentukan taro bah an atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan. 

59. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihll yang selanjutnya disingkat SKPDN 
adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak 
sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang 
dan tidak ada kredit Pajak. 

60. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat 
SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar 
daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 
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61. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah 
surat untuk rnelakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda. 

62. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan 
dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang­ 
undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan. 

63. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan 
terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau 
terhadap pemotongan atau pemungutan pibak ketiga yang diajukan oleh 
Wajib Pajak. 

64. Putusan Banding adalah purusan badan peradilan pajak atas banding 
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

65. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai 
kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang 
dipersamakan dan lampiran-Iampirannya termasuk penilaian tentang 
kebenaran penulisan dan penghitungann.ya. 

66. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak 
melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau 
memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekallgus, 
rnemberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah 
disita. 

67. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak 
yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa 
menunggu tanggaljatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang 
Pajak dari semuajenis Pajak, rnasa Pajak, dan tahun Pajak. 

68. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 
administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum 
dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

69. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk 
menegu.r Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak 
atau utang Retribusi. 

70. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya 
Penagihan Pajak. 
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71. Jurusita Pajak adalab pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang 
meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, 
penyitaan dan penyanderaan. 

72. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan 
profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan dan retribusi Daerah. 

73. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak 
untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang 
dalam suatu jangka waktu tertentu. 

74. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang Laman ya I (satu) tahun kalender, 
kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama 
dengan tahun kalender. 

75. Jasa Umurn adalah adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh 
Pernerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan ke.manfaatan umum 
serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

76. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau 
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan 
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 
badan. 

77. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilaksanakan 
pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Puskesmas Rujukan, 
Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling atau di Laboratorium 
Kesehatan Daerah, serta Rumah Sakit Daerah. 

78. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Daerah kepada masyarakat atas jasa pelayanan kesehatan 
oleh Pemerintah Daerah. 

79. Pelayanan kebersihan adalah kegiatan yang meliputi pengambilan, 
pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi 
pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, industri dan 
Peraturan Oaerahgangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan 
umum, taman dan ruangan/tempat umum. 

80. Retribusi Pelayanan Kebersihan adalah adalah pembayaran atas jasa 
pelayanan kebersihan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

81 . Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari man u sia dan / a tau proses alam 
yang berbentuk padat. 
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82. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumbcr atau 
tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sarnpah 

terpadu atau pcmrosesan akhir. 

83. Pengolahan adalah kegiatan mcngubah karakteristik, komposisi, 
dan/atau jumlah sarnpah. 

84. Pemrosesan akhir sampah adalah kegiatan mengembalikan sampah 

dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan 
sccara aman, 

85. Ternpat penampungan sampah sernenrara yang selanjutnya disingkat 
TPS adalah iempat sebelurn sampah diangkut ke ternpat pendauran 
ulang, pengolahan, dan/alau tempat pengolahan sarnpah terpadu. 

86. Ternpat Pembuangan Akhir yang sclanjutnya disingkat TPA adalah 

tempat untuk menampung, mengelola dan memusnahkan sampah. 
87. Ternpat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST 

adalah tcrnpat dilaksanakannya kegiatan pengurnpulan, pemilahan, 
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pcrnroscsan 
akhir. 

88. Ternpat pemrosesan akhir yang selanjutnya dapat disingkat TPA adalah 

ternpat untuk mcmproscs dan mcngcmbalikan sarnpah ke media 
lingkungan secara aman bagi rnanusia dan lingkungan. 

89. Komposisi sarnpah adalah perbandingan sampah berdasarkan 

jumlah/volume, karakteristik, dan/aiau sumber sampah. 
90. Kebersihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menciptakan 

lingkungan yang sehat dan bersih seperti penyapuan, pengurnpulan, 
pernbuangan dan pemusnahan sampah. 

91. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umurn adalah Retribusi atau 
Pungutan daerah yang dipungut atas penggunaan pelayanan parkir di 
tepijalan umum yang ditentukan oleh Pernerintah Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

92. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan dengan 
peralatan rnekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas 
rel, yang meliputi Mobil Jeep. Pick Up, Mikro Bus, Sedan, Bus, Truk dan 
Sejenisnya; 

93. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tan pa 
rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan 
bermotor beroda tiga tanpa rurnah-rurnah; 

94. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum; 
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95. Berhenti/Stop adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk 

sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya; 

96. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pembayaran alas penyediaan fasilitas 

pasar berupa halaman/pelataran, kios dan/atau los yang dikelola oleh 

Pernerintah Daerah. 

97. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 
pelayanao yang disediakan oleh pernerintah daerah dalam rangka 
pcmberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha. 

98. Retribusi Penyediaan ternpat kegiatan usaha berupa pasar grosir, 
pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah pembayaran alas 
penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas 
pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan 
oleh Pemerintah Daerah. 

99. Retribusi Penyediaan tempat pelelangan ikan adalah pernbayaran atas 
penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus yang disediakan oleh 
Pernerintah Daerah untuk rnelakukan pelelangan ikan serta fasilitas 
lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. 

100. Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar badan jalan adalah 
pembayaran atas penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, 
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

101. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak adalah pembayaran 
atas penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan temak termasuk 
pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelurn dan sesudah 
dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah 
Daerah. 

l 02. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Pungutan daerah yang dipungut 
atas penggunaan pelayanan ternpat khusus parkir yang ditentukan oleh 
Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan; 

103. Retribusi Tern pat Rekreasi, Pariwisata dan Olah raga adalah pembayaran 
atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga rnilik 
pemerintah daerah; 

104. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah adalah pungutan daerah sebagai 
pembayaran atas pemanfaatan aset Daerah yang khusus disediakan 
dan/atau diberikan oleh Pernerintah Daerah untuk kepentingan orang 
pribadi atau Sadan. 
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l 05. Hak Pengelolaan adalah hak rnenguasai dari negara yang kewenangan 

pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya. 
106. Gedung adalah bangunan yang dikuasai Pemerintah Daerah. 
107. Perizinan Tertentu adalah adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah 

dalam rangka pernberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang 
dimaksudkan untuk pernbinaan, pengaturan, pengendalian dan 
pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, scrta pcnggunaan 
sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu 
guna melindungi kcpcntingan umurn dan rnenjaga kelestarian 
lingkungan. 

108. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan Daerah sebagai 
pcmbayaran atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah 
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pcngaturan 
dan pengawasan atas kegiaran pernanfaatan ruang, penggunaan surnbcr 
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas terrentu guna 
rnelindungi kcpcntingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

I 09. Persetujuan Bnngunan Gedung ya11g selanjutnya disingkat Retribusi 

PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Oangunnn Oedung 
untuk rnembangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, 
dan/atau rnerawat Bangunan Gedung sesuai dengan standarteknis 

Bangunan Gedung. 
l 10. Retribusi Persetujuan Oangunan adalah retribusi perizinan yang 

diberikan kepada pcmilik Bangunan Gcdung untuk membangun baru, 

mcngubah, rnernperluas, rnengurangi, dan/atau rnerawat Bangunan 
Oedung sesuai dengan standar jenis Bangunan Gedung. 

111. Masyarakal adalah perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha, 
dan lernbaga atau orgauisasi yangkcgiatannya di bidang Bangunan 

Gcdung, serta masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang 
berkepentingan dengan Penyelenggaraan Bangunan Ge<lung. 

112. Standar Harga Satuan Terlinggi (SHS11, atau yang sebelum Peraturan 
Pcrncrintah ini dikenal denga.n HSBGN (Harga.Satuan Bangunan Gedung 
Negara) adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan 
konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung 
negara. 

113. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF 
adalah scrtifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
menyatakan kelaikan Iungsi Bangunan Gedung sebclum dapat 
dimanfaatkan, 
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114. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Oedung yang selanjutnya disingkat 
SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan 
Oedung. 

115. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya 
disingkat RTB adalah dokurnen yang berisi basil identilikasi kondisi 
terbangun Bangunan Oedung dan lingkungannya, metodologi 
pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis 
Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran. 

116. Pemilik Bangunan Oedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah 
orang, badan hukum, kelornpok orang, atau perkumpulan, yang 
menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Oedung; 

117. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya 
disingkat S!MBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan 
untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBO, SLF, SBKBG, RTB, 
dan Pendataan Bangunan Oedung disertai dengan informasi terkait 
Penyelenggaraan Bangunan Gedung; 

118. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar 
Teknis adalah acuan yang rnemuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, 
dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan 
Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan 
Gedung; 

119. Tenaga Kerja Asing yang selanj utnya disingkat TKA adalah warga Negara 
asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. 

120. Pernberi Kerja TKA adalah badan hukurn yang didirikan berdasarkan 
bukum Indonesia atau badan lainnyayang mempekerjakan TKA dengan 
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 

121. Tenaga Kerja Pendamping TKA adalah Tenaga Kerja Indonesia yang 
ditunjuk oleh Pemberi Kerja TKA dan dipekerjakan sebagai pendamping 
TKA yang dipekerjakan dalam rangka ahli teknologi dan ahli keahlian. 

122. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat 
RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan 
jangka waktu tertentu. 

123. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan 
yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA Perpanjangan adalah 
persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaanatau 
pejabat yang dituojuk. 
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124. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA 

adalah kompensasi yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA atas 

setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak 
atau pendapatan daerah. 

125. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah dana kompensasi 
penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan 
tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga asing. 

126. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD 
adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
pokok Retribusi yang terutang. 

127. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi 
lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 

128. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah 
surat untuk rnelakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif 
berupa bunga dan/atau denda. 

129. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkatBLUD adalah 
sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit 
satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah 
dalarn memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 
fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari 
ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 

130. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

131. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SK.RD, 
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 
pokok retribusi yang terutang. 

132. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, 
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah 
dilakukan dengan menggunakan forrnulir atau telah dilakukan dengan 
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 
Bupati. 

133. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, 
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi 
administratif berupa bunga dan/ a tau denda. 
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Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi; 
a. Pajak; 
b. Retribusi; 
c. Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi; 
d. Pajak dan Retribusi dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan 

Berinvestasi; 
e. Kerahasiaan Data Wajib Pajak; 
f. Sanksi; 
g. lnsentif Pernungutan Pajak dan Retribusi; 

h. Ketentuan Peralihan. 

BABm 
RUANO LINGKUP 

Pasal 3 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah Ini adalah untuk memberikan 
dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi 
pemerintah daerah, serta mernberikan kepastian hukum atas 
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi masyarakat. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk optimalisasi 
tata kelola pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, 

BAB 11 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

134. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 

disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 

jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi 

lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak 

terutang. 

135. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak 

atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan 

banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

136. Pembukuan adalab suatu proses pencatatan yang dilakukan secara 

teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang 

meliputi, harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah 

harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan 
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk 
periode Tahun Pajak tersebut. 
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(1) Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4 ayat (2) yang dipungut 
berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri dari: 
a. PBB-P2: 
b. Pajak Reklame; 
c. PAT; 
d. Opsen PKB; dan 
e. Opsen BBNKB 

(2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang dipungut 
berdasarkan perhitungan. sendiri oleh wajib pajak : 

a. BPHTB; 
b. PBJT atas: 

1. makanan dan/ atau minuman; 
2. tenaga listrik; 
3. jasa perhotelan; 
4. jasa parkir; dan 
5. jasa kesenian dan hiburan 

c. Pajak MBLB; dan 
d. Pajak Sarang Burung Walet. 

(3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat {l) antara lain adalah surat ketetapan 
pajak daerah, surat pemberitahuan pajak teruta.ng dan dokurnen lainnya 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

Pasal 5 

(1) Jenis Pajak terdiri atas: 
a. PBB-P2; 
b. BPHTB; 
c. PBJT atas: 

1. makanan dan/atau minuman; 
2. tenaga listrik; 
3. jasa perhotelan; 
4. jasa parkir; 
5. jasa kesenian dan hiburan 

d. Pajak Reklame; 
e. PAT; 
f. Pajak MBLB 
g. Pajak Sarang Burung Walet; 
h. Opsen PKB; dan 
I. Opsen BBNKB. 

(2) Jenis pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut oleh 
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 

BABIV 
PAJAK 

Bagian Kesatu 
Jenis Pajak 

Pasal4 
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(1) Objck PBB-P2 adalah Bumi clan/atau Bangunan yang dirniliki, dikuasai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Sadan, kecuali kawasan 
yang digunakan unruk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, 
dan/atau pcrtambangan, 

(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayal (2) terrnasuk permukaan Bumi 
ha.sit kegiatan reklarnasi atau pengurukan. 

(3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain : 
a. jalan lingkungan yang tcrlctak dalam satu kompleks bangunan sepcrti 

hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang rnerupakan suatu kesatuan 
dengan kompleks Bangunan tersebut; 

b. jalan tol; 
c. kolarn rcnang; 
d. pagar mewah; 
e. tempat olahraga; 
f. galangan kapal, dermaga; 
g. taman rnewah: 
h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak: dan 
i. menara dan surer. 

(4) Kawasan kegiatan usaha perkebunan scbagaimana dimaksud ayat (2) 
adalah usaha perkebunan yang dilekati Hak Cuna Usaha (HOU), lzin 
Usaha Perkebunan (!UP), Izin Usaha Budidaya Tanarnan Perkebunan 
(11JP-A) dan lzin Tetap Usaha Budidaya Perkebunan ('ITU-BP). 

(5) Yang dikecualikan dari objck PBB-P2 scbagaimana dimaksud pada ayat 
(1) adalah kepernilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas : 
a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor 

Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang 
dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; 

b. Hurni dan/atau Bangunan yang cligunakan semata-rnata untuk 
melayani kepentingan urnurn di bidang keagamaan, panu sosial, 
kesehatan, pendidikan. dan kebudayaan nasional, yang lidak 
dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 

c. Bumi dan/atau Aangunan yang semata-rnata digunakan untuk 
ternpat makam [kuburanl, peninggalan purbakala, atau yang sejenis; 

Bagian Kedua 
Rincian Pajak 

Paragraf l 
PBB-P2 
Pasal6 

(4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat 
pernberitahuan pajak daerah dan dokumen lainnya sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

(5) Dokumen surat pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh 
Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 
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(1) Besamya NJOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) ditetapkan 
seti.ap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat 
ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. 

Pasal 9 

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. 
(2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan berdasarkan 

proses penilaian PBB-P2. 
(3) NJOP Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua pulub 

juta) untuk setiap Wajib Pajak. 
(4) Dalam ha! Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek 

PBB-P2 di wilayah Kabupaten Deli Serdang, NJOP Tidak Kena Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu 
objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. 

(5) Besaran NJOP ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah. 
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah 
berpedornan pada ketentuan peraturan perundang-undangan 

Pasal 8 

(1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata 
mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas 
Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat 
atas Bangunan. 

(2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Sadan yang secara nyata 
mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas 
Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat 
atas Bangunan. 

Pasal 7 

d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan 
wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh 
desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; 

e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan 
diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; 

f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau 
perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan 
menteri yang menyelenggarakan urusan pernerintahan di bidang 
keuangan negara; 

g. Bumi dan/atau Bangunan untukjalur kereta api, moda raya terpadu 
(Mass Rapid Transit). lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau 
yang sejenis; 

h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP 
tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan 

i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan 
oleh pemerintah pusat. 
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Tarif Pajak Bumi clan Bangunan ditetapkan sebagai bcrikut: 
a. Untuk NJOP sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) 

ditetapkan sebesar 0,085'% [nol koma nol delapan lirna persen]; 
b. Untuk N,JOP Rp. 500.000.001,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan 

Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan sebesar 0, 100°/o (nol 
koma satu persen); 

c. Untuk NJOP Rp. 1.000.000.001,00 (satu milyar satu rupiah) sampai 
dengan Rp. 1.500.000.000,00 [saru rnilyar lima ratus juta rupiah] sebesar 
0,150 o/u (nol koma seratus lima puluh pcrsenl; 

d. Untuk NJOP Rp. 1.500.000.001,00 (satu milyar lima ratus juta satu 
rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) sebesar 
0,200 % (no! koma dua ratus pcrsen) 

e. Untuk NJOP Rp. 2.000.000.001,00 (dua milyar satu rupiah) sampai 
dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lirna ratus juta rupiah) sebesar 
0,205 %, (nol koma dua ratus lima persen); 

f. Untuk NJOP Rp. 2.500.000.001,00 (dua milyar Iima rants juta satu 
rupiah) sampai dengan Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sebcsar 
0,210 % (nol korna dua ratus sepuluh persen); 

g. Untuk NJOP Rp. 3.000.000.001,00 (tiga milyar satu rupiah) sampai 
dengan Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) sebesar 0,215o/o (nol 
koma clua ratus lima bclas persen]; 

h. Untuk NJOP Rp. 4.000.000.001,00 (empat milyar satu rupiah) sampai 
dengan Rp. 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) sebesar 0,220%, (not 
koma dua ratus dua puluh persen); 

Pasal 11 

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dirnaksud d alarn Pasal 8 ayat (1) 

ditetapkan paling rendah 20'Yo (dua puluh persen) dan paling tinggi 100'Yo 
(scratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. 

(2) Desaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayal (1) atas 

kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi: 

a. kcnaikan NJOP hasil penilaian; 
b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; darr/atau 
c. klasrerisasi NJOP dalam satu wilayah kabupatcn 

(3) Kctcntuan mcngcnai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur 

dalam Peraturan Kepala Daerah, 

Pasal 10 

(2) NJOP sebagairnana dimaksud pada ayat (I) dihitung berdasarkan harga 
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. 

(3) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada 
ayal (2), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode: 
a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis; 
b. nilai perolehan baru; atau 
c. nilai jual pengganti. 
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(1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 10 ayat (1) 
dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. 

(2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, 
penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan. 

(3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB- P2 pada tanggal 
1 Januari. 

(4) Wilayah pernungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah 
yang rneliputi letak objek PBB-P2. 

(SJ Tennasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) rnerupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau 
Bangunan berikut berada: 
a. laut pedalaman d.an perairan darat serta bangunan di atasnya, dan 

Pasal 12 

i. Untuk NJOP Rp, 5.000.000.001,00 (lima rnilyar satu rupiah) sarnpai 
dengan Rp. 6.000.000.000,00 (enaro rnilyar rupiah) sebesar 0,225o/o (nol 
koma dua ratus dua puluh lima persen); 

j. Untuk NJOP Rp. 6.000.000.001,00 (enam milyar satu rupiah) sampai 
dengan Rp. 7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) sebesar 0,230%, (nol 
koma dua ratus tiga puluh persen); 

k. Untuk NJOP Rp. 7.000.000.001,00 (tujuh milyar satu rupiah) sampai 
dengan Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) sebesar 0,23So/o (nol 
koma dua ratus tiga puluh lima persen); 

1. Untuk NJOP Rp. 8.000.000.001,00 (delapan milyar satu rupiah) sampai 
dengan Rp. 9.000.000.000,00 [sernbilan milyar rupiah) sebesar 0,240o/o 
(nol koma dua ratus empat puluh persen); 

m. Untuk NJOP Rp. 9.000.000.001,00 (sembilan milyar satu rupiah) sampai 
dengan Rp. 10.000.000.000,00 [sepuluh mityar rupiah) sebesar 0,245% 
(not koma dua ratus empat puluh lima persen]; 

n. Untuk NJOP Rp. 10.000.000.001,00 (sepuluh milyar satu rupiah) sampai 
dengan Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) sebesar 
0,250o/,) (nol koma dua ratus lima puluh persen); 

o. Untuk NJOP Rp. 25.000.000.001,00 (dua puluh lima milyar satu rupiah) 
sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sebesar 
0,255% (not koma dua ratus lima puluh lima persen]; 

p. Untuk NJOP Rp. 50.000.000.001,00 (lima puluh milyar satu rupiah) 
sam.pai dengan Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah) 
sebesar 0,260°/o (no! koma dua ratus enam puluh persen); 

q. Untuk NJOP Rp. 75.000.000.001,00 (tujuh puluh lima milyar satu rupiah) 
sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sebesar 
0, 26So/o (no! korna dua ratus enam puluh lima persen); 

r. Untuk NJOP di atas Rp. 100.000.000.001,00 (seratus milyar satu rupiah) 
sebesar 0,270°/o (nol koma dua ratus tujuh puluh persen); 

s. Untuk lahan produksi pangan dan temak ditetapkan sebesar 0,08% (no! 
koma not delapan persen). 
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(1) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau 
Bangunan. 

{2) Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan sebagaimana dirnaksud 
dalam ayat {l) meliputi: 
a. pemindahan hak karena: 

1. jual beli; 
2. tukar menukar; 
3. hibah: 
4. hibah wasiat; 
5. waris; 
6. pemasukan dalam perseroan acau badan hukum lain; 
7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 
8. penunjukan pembeli daJam lelang; 
9. pelaksanaan putusan hakim yang mernpunyai kekuatan hukum 

tetap; 
10. penggabungan usaha; 
11. peleburan usaha; 
12. pemekaran usaha; atau 
13. hadiah; dan 

b. pemberian hak baru karena: 
1. kelanjutan pelepasan hak; atau 
2. di luar pelepasan hak. 

(3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. hak milik; 
b. hak guna usaha; 
c. hak guna bangunan; 
d. hak pakai; 
e. hak milik atas satuan rumah susun; dan 
f. hak pengelolaan. 

(4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah 
dan/atau Bangunan: 
a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara 

negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik 
negara atau barang rnilik Daerah; 

b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk 
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan urnum; 

c. untuk badan atau perwakilan lembaga intemasional dengan syarat 
tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi 
dan tugas badan atau perwakilan lernbaga tersebut yang diatur 
dengan Peraturan Menteri; 

Paragraf 2 
BPHTB 

Pasal 13 

b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang 
konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di 
daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut. 
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(1) Dasar pengenaan BPHTB adalah Ni!ai Perolehan Objek Pajak. 
(2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditetapkan sebagai berikut : 
a. harga transaksi untuk jual beli; 
b. nilai pasar untuk : 

1. tukar menukar; 
2. hibah; 
3. hibah wasiat 
4. waris 
5. pemasukan dalarn perseroan atau badan hukum lainnya; 
6. pemisahan hak yang mcngakibatkan peralihan; 
7. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap; 
8. pemberian hak baru atas tanah sebagai kclanjutan dari pelepasan 

hak; 
9. pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, 

penggabungan usaha; 
10. peleburan usaha; 
I l. pemekaran usaha, dan; 
12.hadiah; dan 

c. Harga transaksi yang tercantum dalarn risalah lelan.g untuk 
penunjukan pembeli daJam Jelang. 

(3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan 
dalarn pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya 
perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang 
digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan pada tahun 
terjadinya perolehan. 

Pasal 15 

(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi. atau Badan yang memperoleh 
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh 
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

Pasal 14 

d. untuk perwakilan diplornatik dan konsulat berdasarkan asas 
perlakuan timbal balik; 

e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena 
perbuatan hukurn lain dengan tidak adanya perubahan nama; 

f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; 
g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan 

ibadah; dan 
h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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(1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) 
setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) atau ayat (5), dihitung 
dengan cara mengalikan dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16. 

(2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah 
dan/ a tau Bangunan dengan ketentuan: 
a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual 

beli untuk jual beli; 
b. pada tan.ggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar­ 

menukar, hibab, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau 
badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, 
penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau 
hadiah; 

c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima 
waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan; 

d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap untuk putusan bakim; 

e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pernberian hak untuk 
pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan 
hak; 

f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pernberian hak untuk 
pemberian hak baru di luar pelepasan hak; 

g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang. 
(3) Dalarn ha! jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan 

perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 
a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat 
ditandatanganinya akta jual beli. 

Pasal 17 

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5o/o (lima persen). 

Pasal 16 

(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan 
sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan 
hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah ternpat terutangnya BPHTB 

(5) Dalam bal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima 
orang pribadi yang bukan dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan 
pemberi hibah wasiat/pewaris, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena 
Pajak ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratusjuta rupiah) 

(6) Dalam ha! perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima 
orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis 
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan 
pemberi hibah wasiat/pewaris, termasuk suami/istri, Nilai Perolehan 
Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp. 350.000.000,00 
(tiga ratus lima puluh juta rupiah) 
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(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib: 
a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum 

menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau 
Bangunan; dan 

b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatanjual beli dan/atau akta 
atas tanah dan/atau Bangunan kepada Kepala Daerah paling lambat 
pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, 

(2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif 
berupa: 
a. denda sebesar Rpl0.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap 

pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau 
b. denda sebesar Rpl.000.000,00 (satu juta rupiah] untuk setiap 

keterlambatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib: 

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelurn 
menandatangani risalah lelang; dan 

b. melaporkan risalah lelang kepada Kepala Daerah paling lambat pada 
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

(4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagairnana dimaksud pada ayat ( I) dan 
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 19 

(1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta 
pemindahan hak a.tas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak 
menyerahkan bu.kti pembayaran BPHTB. 

(2) Kepala kantor yang rnembidangi pelayanan lelang negara hanya dapat 
menandatangani risalah lelang perolehan hak atas tanah dan/atau 
Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. 

(3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran 
hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak ata.s tanah setelah Wajib 
Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. 

(4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek 
BPHTB, Kepala Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek 
BPHTB. 

Pasal 18 

(4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerab 
tempat tanah dan/atau Bangunan berada. 
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(1) Penjualan darr/atau penycrahan Makanan darr/atau Minurnan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a rneliputi Makanan 
dan/atau Minuman yang disediakan oleh : 
a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan 

dan/alau Minuman berupa rneja, kursi, dan /atau peralatan makan 
dan minum; 

b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan: 
1 . proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jacli, 

pernbuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan; 
2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pernesan dan berbeda 

dengan lokasi dimana proses pernbuatan dan pcnyimpanan 
dilakukan; dan 

3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya 
c. Penyelenggaraan kegiatan rnakan minurn yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pcmcrintah Dacrah, l::'IUMN, BUMD, 
maupun pihak swasta yang berada di wilayah pemungutan PBJT. 

(2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) 
adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman: 
a. dengan peredaran usaha/pcnjualan tidak melebihi Rp. 8.000.000,­ 

[delapan juta rupiah) per-bu lan.a 
b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak sernata-rnata 

rnenjual Makanan dan/atau Minurnan; 
c. dilakukan oleh pabrik Makanan danj'atau Minurnan; atau 
d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya 

mcnycdiakan pclayananjasa mcnunggu pesawat (lounge) pada bandar 
udara. 

Pasal 22 

Objek PBJT adalah penjualan, penyerahan, dan/atau konsurnsi barang dan 
jasa tertentu yang mcliputi: 
a. Makanan dan Minuman; 
b. Tenaga Listrik; 
c. Jasa Pcrhotclan; 
d. Jasa Parkir; 
e. Jasa Kesenian dan Hiburan 

Paragraf 3 
PBJT 

Pasal 21 

(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran 
hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib 
Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB. 

(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang mclanggar kctentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 20 
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(1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi: 
a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau 
b. pelayanan mernarkirkan kendaraan (parkir valet). 

(2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan 

Pemerintah Daerah; 

Pasal 25 

(1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi 
jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan 
ruang rapat/ pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti: 
a. hotel; 
b. hostel; 
c. vila; 
d. pondok wisata; 
e. motel; 
f. losmen; 
g. wisma pariwisata; 
h. pesanggrahan; 
i. rumah penginapan / guesthouse/ bungalo /resort/cottage; 
j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan 
k. glarnping. 

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( l) meliputi: 
a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah 

pusat atau Pemerintah Daerah; 
b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti 

asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; 
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 
d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan 
e. jasa persewaan ruangan untu.k diusahakan di hotel. 

Pasal 24 

(1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b 
adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir. 

(2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (l), rneliputi : 
a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah 

Daerah, dan penyelenggara negara lainnya; 
b. konsurnsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, 

konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik 
c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti 

asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; 
d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas 

tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait. 

Pasal 23 
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(1) Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan 
jurnlah yang clibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, 
meliputi: 
a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau 

Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minurnan; 
b. nilaijual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik; 

Pasal 28 

(l) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. 
(2) Wajib PBJT adalah orang pribadi a tau Sadan yang melakukan penjualan, 

penyerahan, dan/atau konsumsi ba.rang dan jasa tertentu. 
(3) Subjek Pajak kegiatan makan minum yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah, Pernerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, 
maupun pihak swasta yang berada di wilayah pemungutan PBJT dapat 
clitetapkan menjacli Wajib Pajak. 

Pasal 27 

(1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf 
e melipu ti: 
a. Tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang 

dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; 
b. pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; 
c. kontes kecantikan; 
d. kontes binaraga; 
e. pameran; 
f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; 
g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; 
h. permainan ketangkasan; 
i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau 

peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran; 
J. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana 

budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, 
dan kebun binatang; 

k. panti pijat dan pijat refleksi; dan 
l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. 

(2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang sernata­ 
mata untuk: 
a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; 
b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran. 

Pasal 26 

b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya 
cligunakan untuk karyawannya sendiri; 

c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan 
perwakilan negara asing dengan asas timbal batik. 
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(1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). 

Pasal 30 

(1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) 
huruf b ditetapkan untuk : 
a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan 
b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri. 

(2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal 
dari surnber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a, dihitung berdasarkan : 
a. Jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian 

kwh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk 
pascabayar; dan 

b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar. 
(3) Nilai jual tenaga listrik yang clitetapkan untuk tenaga listrik yang 

dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) huruf b dihitung 
berdasarkan: 
a. kapasitas tersedia, 
b. tingkat penggunaan listrik, 
c. jangka waktu pemakaian listrik, dan 
d. harga satuan listrik yang berlaku di wi.layah Kabupaten Deli Serdang. 

e. Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang 
berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 
19 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan 
penghitungan dan Pernungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk 
penggunaan Tenaga Listrik yang dijual acau diserahkan. 

Pasal 29 

c. jumlah pem bayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas 
Jasa Perhotelan; 

d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara ternpat parkir 
dan/atau penyedia layanan rnemarkirkan kendaraan untuk PBJT atas 
Jasa Parkir, dan 

e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian 
dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan. 

(2) Dalam ha! pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai 
rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar 
nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut. 

(3) Dalam ha! tidak terdapat pembayaran sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan 
jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kabupaten Deli Serdang. 

(4) Dalarn ha! Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menetapkan kebijakan 
pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, 
khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf d, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dapat menetapkan dasar 
pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan. 
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(l) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 
dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dengan 
tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30. 

(2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat: 
a. pembayaran/penyerahan at.as Makanan dan/atau Minurnan untuk 

PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; 
b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga 

Listrik; 
c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa 

Perhotelan; 
d. pembayaran/penyeraban atas jasa penyediaan tempat parkir untuk 

PBJT atas Jasa Parkir; dan 
e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT 

atas Jasa Kesenian dan Hiburan. 
(3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah 

tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa 
tertentu dilakukan. 

Pasal 31 

(2) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk: 
a. Konsumsi Tenaga Listrik dari surnber lain oleh industri, pertambangan 

minyak bumi dan gas alarn, ditetapkan sebesar 3o/o (tiga persen]; 
b. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 

1,5°/o (satu koma lima persen], 
c. Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain selain yang diatur pada huruf 

a dan huruf b, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); 
(3) Khusus tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan ditetapkan sebagai 

berikut: 
a. Tontonan film dikenakan pajak sebesar 10% (sepuluh persen); 
b. Parneran yang bersifat komersial transebesar 10°/o (sepuluh persen); 
c. Sirkus, akrobat, dan sulap, sebesar 10% (sepuluh persen]; 
d. Permainan bilyar sebesar l 0% (sepuluh persen); 
e. Pagelaran kesenian, musik tari dan/atau busana yang 

bers.ifat komersil sebesar lOo/o (sepuluh persen); 
f. Pertandingan olahraga sebesar 10°/o (sepuluh persen); 
g. Kontes kecantikan yang bersifat komersil sebesar lOo/o (sepuluh 

persen); 
h. Panti pijat, refleksi, dan pusat kebugaran (fitness centre) sebesar lOo/o 

(sepuluh persen); 
1. Diskotik, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 50%, 

(lima puluh persen); 

J. Pacuan kuda sebesar lOo/o (sepuluh persen); 
k. Pacuan kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan-ketangkasan 

lainnya sebesar 10°/o (sepuluh persen); 
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x. Pasir kuarsa 
y. Perlit 
z. Phosphate 
aa. Talk 
bb. Tanah serap (Fullers earth) 
cc. Tanah Diatome 
dd. Tanab liat 
ee. Tawas (alum) 
ff. Tras 
gg. Yarosit 
hh.Zeolite 
ii. Basal 
jj. Trakhit 
kk. Belerang 
u. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan 
jj. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan. 
(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), rneliputi pengambilan MBLB: 

s. Manner 
t. Nitral 
u. Oksigen 
v. Oker 
W, Pasir dan kerikil 

p. Leusit 
q. Magnesit 
r. Mika 

b Batu tulis 
c. Batu setengah permata 
d. Batu kapur 
e. Batu apung 
f. Batu permata 
g. Bentonik 
h. Doi omit 
i. Feldspar 
J. Garam batu (halite) 
k. Grafik 
I. Granit/ Andesit 
m. Gips 
n. Kalsit 
o. Kaolin 

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB. 
(2) Objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi 

pengambilan MBLB: 
a. Asbes 

Paragraf4 
Pajak MBLB 

Pasal 32 
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(1) Besarnya pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terhutang 
dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 35 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 34 ayat (l) 

(2) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang terhutang dipungut 
diwilayah daerah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan 

(3) Masa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah jangka waktu yang 
lamanya 1 (satu) bulan takwin 

Pasal 36 

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% {dua puluh persen). 

Pasal 35 

(1) Dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 
(1) huruff merupakan nilaijual hasil pengambilan MBLB. 

(2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan 
perkalian volume atau tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan 
tiap jenis MBLB. 

(3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung 

berdasarkan harga jual rata-rata tiap jenis MBLB pada mulut tam bang 
yang berlaku di wilayah Kabupaten Deli Serdang yang bersangkutan. 

(4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
pertambangan mineral dan batu bara. 

(5) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan 
MBLB di mulut tambang. 

(6) Wilayah Pernungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah 
Daerah tempat pengambilan MBLB. 

Pasal 34 

(1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat 
mengambil MBLB; 

(2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil 
MBLB; 

Pasal 33 

a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ 
dipindahtangankan; 

b. untuk keperluanpemancangan tianglistrik/telepon, penanaman kabel, 
penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi 
permukaan tanah. 
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(1) Objek Pajak Reklarne adalab semua penyelenggaraan Reklame. 
(2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (]) meliputi: 

a. Reklame papan / billboard/ uideotron/ megatron; 
b. Reklame kain; 
c. Reklame melekat/ stiker; 
d. Reklame selebaran; 

Paragraf 6 
Pajak Reklame 

Pasal 42 

Besarnya pokok pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 dengan dasar pengenaan pajak 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (1). 

Pasal 41 

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen). 

Pasal 40 

(1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 37 merupakan nilai jual sarang Burung Walet. 

(2J Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung berdasarkan perkalian antara barga pasaran umum sarang 
Burung Walet yang berlaku di Daerah yang bersangkutan dengan volume 
sarang Burung Walet. 

(3) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya 
pengambilan dan/atau pengusahaan sarangBurung Walet 

(4) Wilayah Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang 
merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan 
sarang Burung Walet 

Pasal 39 

(l) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang 
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet; 

(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang 
melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet; 

Pasal 38 

(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan 
pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung wal.et. 

(2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang 
telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

Paragraf 5 
Pajak Sarang Burung Wa!et 

'Pasal 37 
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TariJ pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% ( dua puluh lima persen). 

Pasal45 

(1) Dasar Pcngcnaan Pajak Rcklamc mcrupakan nilai scwa Rcklamc. 
(21 Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) ditetapkan berdasarkan nilai 
kontrak Rcklame. 

(31 Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( J) dihitung dengan memperhatikan 
faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan , waktu 
pcnayangan, jangka waktu penyclenggaraan, jumlah, dan ukuran media 
Reklame. 

(4) DaJam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) tidak 
diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan 
dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 

(5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dirnak sud pada ayat (3) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

Pasal 44 

Pasal 43 

(l) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi a tau Bad an yang 
menggunakan Reklame. 

(2) Wajib Pajak ReJ<lame adalah orang pribadi a tau Bad an yang 
menyelenggarakan Reklame. 

e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; 
f. Reklame udara; 
g. Reklame apung; 
h. Reklame film/slide; dan 
i. Reklame peragaan. 

(3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah: 
a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, 

warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya; 
b. label/merek produk yang melekat pada barang yang di perdagangkan, 

yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya; 
c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada 

bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang 
jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamenya diatur dalam Peraturan 
Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang 
nama pengenal usaha atau profesi tersebut; 

d. Reklame yru1g diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah 
Daerah; 

e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, 
dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial 
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(1) Dasar pengenaan PAT rnerupakan nilai perolehan Air Tanah. 
(2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air 
Tanah. 

(3) Harga air baku ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan 
pengendalian surnber daya Air Tanah. 

(4) Bobot Air Tanah dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor­ 
faktor berikut: 
a. jenis surnber air; 
b. lokasi sumber air; 
c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air; 
d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan; 
e. kualitas air; dan 

Pasal 49 

(l) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang rnelakukan 
pengambilan dan / atau pemanfaatan Air Tanah 

(2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Sadan yang melakukan pengarnbilan 
dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 

Pasal 48 

(1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. 
(2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk: 

a. keperluan dasar mmah tangga; 
b. pengairan pertanian rakyat; 
c. perikanan rakyat; 
d. petemakan rakyat; 
e. keperluan keagamaan; dan 
f. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh pemerintah, 

Pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah 

Paragraf 7 
PAT 

Pasal 47 

(1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 44 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 45. 

(2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya 
penyelenggaraan reklame. 

(3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah 
Daerah tempat penyelenggaraan reklame. 

(4) Khusus untuk reklame berjalan Pasal 42 ayat (2) huruf e, wilayah 
pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat 
usaba penyelenggara reklame terdaftar. 

Pasal 46 
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(1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 
dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51. 

(2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB. 
(3) Wilayah pernungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah 

Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar. 

Pasal 56 

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen], dihitung 
dari besaran Pajak yang terutang. 

Pasal 55 

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang. 

Pasal 54 

(1) Subjek Pajak Opsen PKB merupaka.n Subjek PKB. 
(2) Wajib Pajak Opsen PKB rnerupakan Wajib PKB. 
(3) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersa.maan dengan pernungutan Pajak 

terutang dari PKB. 

Pasal 53 

Objek opsen PKB adalah PKB terutang. 

Paragraf 8 
Opsen PKB 

Pasal 52 

(1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar 
pengenaan PAT sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan 
tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50. 

(2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau 
pemanfaatan air tan ah. 

(3) Wilayab pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah 
tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. 

Pasal 51 

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20o/o (dua puluh persen], 

Pasal 50 

f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan 
dan/atau pernanfaatan air. 

(5) Besamya nilai perolehan air tanab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai 
perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubemur sesuai peraturan 
Perundang- undangan. 
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(1) Saat tcrutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Sadan tclah 
memenuhi syarat subjeklif dan objeklif atas suatu jenis Pajak dalam satu 
kurun waktu tertentu daJam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau 
dalam Bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

(2) Masa Pajak berlaku u ntuk jenis Pajak yang d.ipungu t berdasarkan 
penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagairnana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (2), kecuali untuk BPHTR sebagaimana dimaksud daJam 
Pasal 5 ayat (2) huruf a. 

(3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk 
jangka waktu l (satu) bu Ian kalender atau jangka waktu lain paling lama 
3 (tiga) bulan kaJender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 
menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang. 

Dagian Ketiga 
Masa Pajak clan Tahun Pajak 

Pasal 62 

(1) Besaran pokok Opsen BDNKO yang terutang dihitung dengan earn 

mcngallkan dasa.r pcngenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 59 

dengan tarif sebagaimana dimaksud pada PasaJ 60. 
(2) Saat terurang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat rerutangnya BBNKB. 
(3) WUayah pernungutan Opsen BBNK.B yang terutang rnerupakan wilayah 

Daerah tcmpat kendaraan bermotor tcrdaftar. 

Pasal 61 

Tarif Opscn BBNKB ditctapkan scbcsar 66'Jlo (enam puluh enam persen], 
dihitung dari besaran Pajak yang terutang. 

Pasal60 

Dasar pcngcnaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang. 

Pasal 59 

(ll Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjck Pajak BBNKB. 
(2) Wajib Pajak Opsen BBNKB rnerupakan Wajib Pajak BBNKB. 
(3) Pemungutan Opsen BBNK.8 dilakukan bersarnaan dengan pernungutan 

Pajak terutang dari BBNKB. 

Pasal 58 

Objek Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang 

Paragraf9 
Opsen BBNKB 

Pasal 57 
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(1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a meliputi: 
a. pelayanan kesehatan; 
b. pelayanan kebersihan; 
c. pelayanan parkir di tepijalan urnurn; 

Bagian Ked ua 
Retribusi Jasa Umurn 

Pasal 65 

Jenis Retribusi Daerah terdiri dari: 
a. Retribusi Jasa Umum; 
b. Retribusi Jasa Usaha; 
c. Retribusi Perizinan Tertenru. 

BAB V 
RETRJBUSI DAERAH 

Bagian Kesatu 
Jenis Retribusi 

Pasal 64 

(l) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% [sepuluh persen) untuk 
pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda 
dan sarana transportasi umum. 

(2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit lOo/o 
[sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum. 

(3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur 
penerangan jalan umurn serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga 
Listrik untuk penerangan jalan umum. 

(4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
huruf c, dialokasikan paling sedikit 10°/o (sepuluh persen) untuk 
_pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau 
kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap 
kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada: 
a. penanaman pohon: 
b. pembuatan lubang atau sumur resapan; 
c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan 
d. pengelolaan limbah. 

Bagian Keempat 
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan 

Pasal 63 

(4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka 
waktu yang lamanya l (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak 
menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

(5) Masa Pajak dan tahun Pajak ditetapkan dengan Peraturan Bupati 
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Pasal 67 
(1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 65 ayat ( l) 

huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh 
Pemerintah Daerah, meliputi: 
a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbemya ke lokasi 

perobuangao sementara; 
b. pengangkutan sampah dari surnbernya dan/atau lokasi pembuangan 

sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau 
pemusnahan akhir sampah; 

c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akbir 
sarnpah. 

d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan 
c. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri. 

(2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan 
jalan umurn, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya. 

Pasal 66 
Pelayanan kesehatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 65 ayat l huruf a 
merupakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Pusat 
Kesehatan Masyarakat dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis 
yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan 
adrninistrasi, 

d. pelayanan pasar; 
(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pelayanan yang diberikan 
dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan 
perundang- undangan. 

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) terrnasuk pelayanan yang 
diberikan oleh BLUD. 

(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Bupati 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi; 
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan 
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 

(6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh 
pernerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, 
dan pihak swasta. 

(7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi at.au badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum. 

(8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang 
menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran Retribusi atas pelayanan .Jasa Umum. 
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(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum 
ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas 
pengendalian atas pelayanan tersebut. 

(2) Biaya sebagaimana ctimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan 
pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal. 

(3) Dalam ha! penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyectiaan 
jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. 

(4) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi. 

(5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam 
Lampiran l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

(6) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 
(7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan 

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, 
tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum. 

(8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 71 

(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah 
penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul 
Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. 

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana 
dimaksud pada ayat (J) ditetapkan dengan ketentuan: 
a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi 

layanan, dan/ atau jangka waktu lay an an; 
b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi 

layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair; 
c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis 

kendaraan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian 
tempat parkir; 

d.Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan pasar diukur berdasarkan 
frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau 
jenis pemakaian fasilitas pasar. 

Pasal 70 

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf d 
merupakan penyediaan fasilitas pasar tractisional atau sederhana. berupa 
pelataran, los, dan k.ios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

Pasal69 

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 
ayat ( 1) huruf c rnerupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan um um 
yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 68 
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Penyediaan tempat pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya dalam 
lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat 
(1) huruf a merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus 
disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan serta 
fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. 

Pasal 73 

(1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan 
objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf 
b meliputi: 
a. Penyediaan tempat pelelangan ikan; 
b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; 
c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila; 
d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; 
e. penjualan basil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan 
f. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan 

tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi 
aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penyediaan I pelayanan sebaga.i.mana dimaksud pada ayat (1) disediakan 
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang 
diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang 
diberikan oleh BLVD. 

(4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 

(5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dengan Peraturan Bupati 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi; 
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan 
c. tidak menimbulkan ekonorni biaya tinggi. 

(6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh 
pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, 
dan pihak swasta. 

(7) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang 
menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha. 

(8) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang 
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk 
melakukan pernbayaran Retribusi atasjenis pelayanan Jasa Usaha. 

Bagian Ketiga 
Retribusi Jasa Usaha 

Pasal 72 
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(1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah 
penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul 
Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. 

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan: 
a. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat 

pelelangan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian 
fasilitas tempat pelelangan 

b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur 
berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka 
waktu pernakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan: 

Pasal 79 

Pemanfaatan Aset Daerah yang tidak rnengganggu penyelenggaraan tu gas dan 

Iungsi organisasi pcrangkat Daerah dan/atau optimalisasi asct Daerah 
dengan tidak mengubah status kepernilikan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 72 ayar (I) huruf d termasuk pernanfaatan barang milik daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan rnengenai pengelolaan 
barang milik daerah, 

Pasal 78 

Pcnjualan basil produksi usaha Pcmerintah Daerah sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e merupakan penjualan hasil produksi usaha 
Daerah oleh Pernerintah Daerah, 

Pasal 77 

Pelayanan tcmpat rekreasi, pariwisata, dan olahraga scbagaimana dimaksud 
dalam Pasal 72 ayar (I) huruf d mcrupakan pelayanan tempat rekreasi, 
pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/a.tau dikelola olch 
Pcmerintah Daerah. 

Pasal76 

Penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila scbagaimana 
dimaksud dalam Pasal 72 ayat (I) huruf c merupakan penyediaan tempat 
penginapan atau pcsanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, darr/ateu 
dikelola oleh Pernerintah Daerah. 

Pasal 75 

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 72 ayat (1) hurufb rnerupakan penyediaan tcmpat khusus parkir 
di luar badan jalan yang dlsediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 
Pcmerintah Daerah 

Pasal 74 
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(1) Besaran Retribusi Jasa Vsaha yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
79 dengan tarif Retribusi. 

(2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam 
Lampiran ll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Daerah ini. 

(3) Tarif Retribusi ditinjau kernbali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

Pasal 81 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besamya tarif Retribusi Jasa 
Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak. 

(2) pemanfaatan ba.rang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran 
tarif yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dilaksanakan 
untuk pemanfaatan barang milik Daerah yang berupa: 
a. sewa yang masa sewanya lebih dari l (satu) tahun; 
b. pinjam pakai; 
c. kerja sama pemanfaatan; 
d. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan 
e. kerja sama penyediaan infrastruktur. 

(3) Penetapan Peraturan Bupati untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan 
pema.nfaatan barang milik Daerah. 

(4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan: 
a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang 

lcbih tinggi; 
b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan 
c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 

(5) Pelaksanaan pernanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang mcngatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah. 

(6) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut 
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

Pasal 80 

c. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur 
berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/ atau jangka 
waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan atau pesanggrahan atau 
vila: 

d. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur 
berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/ atau jangka waktu 
pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga; 

e. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau 
volume produksi usaha Daerab; dan 

f. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi 
layanan, dan / a tau jangka waktu pemanfaatan aset Daerab. 
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(1) Pelayanan PBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a 
meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan 
ketentuan pcraturan pcrundang-undangan. 

(2) Penerbitan PBG dan Si.,P sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) mcliputi 
kegiatan layanan konsultasi pernenuhan standar teknis, penerbilan PBG, 
inspcksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKDG, serta pencetakan 
plakal SLF. 

(3) Penerbitan PBO dan SLF tersebut diberikan untuk pcrmohonan 
pcrsctujuan: 
a. Pernbangunan baru; 
b. Bangunan Gcdung yang sudah terbangun dan belurn memiliki PBO 

dan/alau SLF; 
c. PBG perubahan untuk: 

l. perubahan fungsi Bangunan Gcdung; 

2. perubahan lapis Bangunan Gcdung; 

3. perubahan luas Bangunan Geclung; 

4. perubahan tampak Bangunan Gedung; 

5. perubahan spesifikasi dan dimcnsi komponen pada Bangunan 

Pasal83 

(I) Jenis pclayanan pernberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan 
Tertentu sebagairnana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c meliputi: 
a. persetujuan bangunan gcdung; dan 
b. pcnggunaan tenaga kerja asing. 

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan 
oleh Pemerintah Daerah bcrdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana 
diatur clalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Pcrizinan Tertcntu scbagaimana 
dimaksud pada ayat (1) adalah pclayanan perizinan yang clilakukan oleh 
pemerinlah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, 
dan pihak swasta. 

(4) Subick Rctribusi Pcrizinan Tcrtcntu rnerupakan Orang Pribadi atau Badan 
yang menggunakari/ menikrnati pemberian Perizinan Tertentu. 

(5) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan 
yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk 
rnelakukan pernbayaran Retribusi atas pemberian Pcrizinan Tcrtcntu. 

Bagian Keempat 
Retribusi Perizinan Tertentu 

Pasal 82 

(4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana climaksud pada ayat (3) dilakukan 
dengan mernperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonornian, 
tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha. 

(5) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
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(1) 1'ingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu tnerupakan 
j umlah penggunaan jasa yang dijadil<an dasar alokasi beban biaya yang 
dipikul Pemerintah Daerah u.ntuk penyelenggaraan jasa yang 
bersangkutan. 

(2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan: 
a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula 

yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan; 
b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan 

frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan 
(3) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: 

a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi: 
l. Luas Total Lantai; 
2. Indeks Terintegrasi; dan 
3. lndeks Bangunan Gedung Terbangun, dan 

b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, rneliputi: 
1. Volume; 
2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan 

Pasal 85 

(1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 82 ayat (1) huruf b rnerupakan pelayanan pengesahan rencana 
penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga 
kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
mengenai penggunaan tenaga kerja asing. 

(2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (l) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh 
instansi pemerintah pusat, perwakilan negara asing, badan internasional, 
lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga 
pendidikan. 

Pasal 84 

Gedung yang mernpengaruhi aspek keselamatan dan/atau 
kesehatan; 

6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang 
atau berat; 

7. perlindungan dan/atau pengernbangan Bangunan Gedung cagar 
budaya; atau 

8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar 
budaya 

d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan 
pekerjaan perawatan. 

(4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) adalah bangunan milik pemerintah pusat, 
Pemerintah Daerah, bangunan yang rnerniliki fungsi keagamaan/ 
peribadatan. 
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( 1) Besaran Retribusi Perizinan Terten tu yang teru tang dihitung dengan cara 
mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
85 dengan tarif Retribusi. 

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai 
rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang 
terutang. 

(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan dengan rupiah 
berdasarkan jilai kurs yang berlaku pada saat pernbayaran retribusi oleh 
wajib retribusi. 

(4) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG tercantum dalam Lampiran Ul 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

(5) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 
(6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan 

dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonornian, 
tanpa melakukan penarnbahan objek Retribusi Perizinan Tertentu. 

(7) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus 
layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel 
HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas. 

(8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus 
layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan 
pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan 
Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan 
pemeri.ntahan di bidang ketenagakerjaan. 

(9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), 
ayat (7), dan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 87 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan 
Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau biaya 
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan 
hukurn, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian 
izin tersebut. 

(3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 81 ayat (1), biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada 
rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang­ 
undangan mengenai bangunan gedung. 

(4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing 
perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), biaya 
penyelenggaraan pemberian izin mernperhatikan pada rincian layanan 
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai 
penggunaan tenaga kerja asing. 

Pasal 86 

3. lndeks Bangunan Gedung Terbangun 
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(1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dapat 
dikenakan sanksi administratif berupa denda. 

(2) Sanksi ad.ministratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD. 

(3) Besaran sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditetapkan sebesar: 
a. sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) untuk wajib pajak orang 

pribadi; dan/atau 
b. sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk wajib pajak badan. 

(4) Sanksi adrninistratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tidak dikenakanjika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar. 

(5) K.riteria keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melipuu: 
a. bencana alam; 
b. kebakaran; 
c. kerusuhan massal atau huru-hara; 

Bagian Kedua 
Pelaporan 
Pasal 90 

(1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan 
pihak ketiga dalam melakukan Pernungutan Retribusi. 

(2) Kerja sama atau penunjukan pihak kctiga sebagaimana dirnaksud pada 
ayat (1) tidak tennasuk penetapan tarif, pengawasan, dan perneriksaan. 

(3) Pembayaran atau penyetoran retribusi dilakukan melalui sistem 
pernbayaran berbasis elektroni.k dan/ atau manual. 

(4) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi 
dan efektivitas Pernungutan Retribu si. 

(5) Mekanisme dan tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan 
pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 
d.engan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

BAB VI 
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI 

Bagian Kesatu 
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga 

Pasa189 

l1J Pemanfaatan dari penerimaan rnasing-masingjenis Retribusi diutamakan 
untuk mendanai kegiatan. yang berkaitan langsung dengan 
penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. 

[2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh 
BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan 
pelayanan BLVD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan mengenai BLUD. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Bagian Kellina 
Pemanfaatan Penerimaan Retribusi 

PasaJ 88 
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(1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Kepala Daerah 
dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya. 

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, 
keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok 
Retribusi, dan/atau sanksinya. 

(3) lnsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas 
permohonan Wajib Pajakdan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara 
jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara Jain: 
a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; 
b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, 

kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena 
adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau 
pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak; 

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha rnikro dan ultra 
mikro; 

d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai 
program prioritas Daerah; dan/atau 

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program 
prioritas nasional. 

(4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan 
kewenangan Kepala Daerah sesuai dengan kebijakan Daerah dalam 
pengelolaan keuangan daerah. 

(5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan 
dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain: 
a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 

2 (dua) tahun terakhir; 
b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi; 
c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib 

Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah 
yang bersangkutan; dan/atau 

d. faktor lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah. 
(6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi 

pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
huruf c, d.ilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro 
dalam peraturan perundangundangan di bidang usaha mikro, kecil, 
menengah, dan koperasi. 

Paragraf 1 
lnsentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha 

Pasal 91 

Bagian Ketiga 
Pengurangan. Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas 

Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya 

d. wabah penyakit; dan/atau 
e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah. 
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(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, 
pengurangan, pernbebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok 
dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan 
kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek 
Retribusi. 

(2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa: 
a. kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi;dan 
b. tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi. 

(3) Kondisi Objek Pajak atau Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) berupa: 
a. lahan pertanian yang sangat terbatas, 
b. tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi 

dari golongan tertentu, 
c. nilai Objek Pajak atau Objek Retribusi sampai dengan batas tertentu; 

Paragraf 2 
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan 

Pasal94 

(1) Dalam haJ pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
91 ayat (I) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib 
Retribusi, apabila diperlukan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk 
dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan 
lain. 

(2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat(l) bertujuan untukmemastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib 
Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk 
menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor- faktor 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) clan ayat (5). 

Pasal 93 

(1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat ( 1) 
(2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada dewan 

perwakilan rakyat daerah. 
(3) Pemberitahuan kepada dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Kepala Daerah 
dalam memberikan insentif fiskal. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pernberian 
insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 92 

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi 
seba~aimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan 
pnoritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka 
menengah daerah. 

(8) Pernberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka 
percepatan penyelesaian proyek strategis nasional. 

49 



(I) Kepala Daerah dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada 
Waji.b Pajak, berupa: 
a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; 

dan/atau 
b. pemberian fasiliras angsuran atau pcnundaan pembayaran Pajak 

terutang. 
(2) Perpanjangan batas waktu pembayaran arau pelaporan Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a dibcrikan kcpada Wajib 
Pajak yang mcngalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu 
rnemenuhi kewajiban Pajak pada waktunya. 

(3) Perpanjangnn baras waktu pembayaran atau pelaporan Pajak 
scbagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Kcpala 
Daerah secara jabal.an atau berdasarkan perrnohonan Wajib Pajak. 

(4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang 
scbagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b dilakukan dalam hal Wajib 
Pajak rnengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak 
sehingga Wajib Pajak tidak mampu m.emenuhi kewajiban pelunasan Pajak 
pada waktunya. 

(5) Pemberian fasilitas angsuran atau pcnundaan pcmbayaran Pajak terutang 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Kepala Daerah 
berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan 
Kcpala Dacrah, 

(6) DaJam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pernbayaran Pajak 
terutang sebagairnana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah 
memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalarn pembayaran Pajak selarna 
2 (dua) tahun terakhir. 

(7) Keputusan Kepala Daerah alas perrnohonan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5), dapat berupa: 
a. menyctujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau 

lamanya penundaan sesuai dengan perrnohonan Wajib Pajak; 
b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/aLau masa angsuran 

atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau 
c. menolak pennohonan Wajib Pajak. 

(8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruI a dan huruf b paling lama 
dibcrikan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan. 

(9) Pernbayaran angsuran seriap maaa angsuran dan pembayaran pokok 
Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar tarif bunga per bulan yang 
ditetapkan oleh Menteri. 

(1 O) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi: 
f. bencana alam; 
g. kebakaran; 

Paragraf 3 
Kemudahan Perpajakan Daerah 

Pasal 95 

d. Objek Pajak atau Objek Retribusi yang terdampak bencana alam, 
kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan; 

e. dan dalam hal penerimaan hak karena waris dan hibah. 
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(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah 
atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan SPPT, SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam 
penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung 
dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan 
perundang-undangan perpajakan Daerah. 

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat 
Keputusan Pembetulan. 

(3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah atau Pejabat yang 
ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan 
Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak. 

(4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala 
Daerah atau Pejabal yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, 
dan/atau keterangan yang diperlukan. 

(5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah atau Pejabat yang 
ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keput.usan Pembetulan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling Jama 6 (enam) bulan 
sejak tanggal surat perrnohonan pembetulan diterima. 

(6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bcrisi 
keputusan berupa: 
a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan 

kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menarnbahkan, 
rnengurangkan, atau rnenghapuskan jumlah Pajak yang terutang, 
maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan 
Pajak; atau 

b. mernbatalkan STPD atau mernbatalkan basil pemeriksaan maupun 
ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai 
dengan tata cara yang clitentukan; dan 

c. menolak permohonan Wajib Pajak. 
(7) Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara pembetulan atau pembatalan 

ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

Bagian Keempat 
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan 

Pasal 96 

h. kerusuhan massal atau huru-hara: 
' i. wabah penyakit; dan/atau 

j. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah. 
(ll)Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pengurangan, 

keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok 
Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati. 
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(1) Atas kelebihan pernbayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib 
Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala 
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk. 

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

a. jumlah atau retribusi yang dibayarkan lebih besar dari pada jumlah 
pajak atau retribusi terhutang. 

b. telah dilakukan pembayaran pajak atau retribusi yang tidak 
seharusnya terhutang; dan 

c. terlah terjadi pembatalan transaksi jual beli / peralihan hak, khusus 
bagi bea perolehan atas hak atas tanah dan bangunan. 

(3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling 
lama 12 (dua belas] bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ], harus 
memberikan keputusan. 

(4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling 
lama 6 (enarn) bulan sejak diterimanya pennohonan pengembalian 
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
harus memberikan keputusan. 

(5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pac\a ayat (2) dan ayat (3) 
telah dilarnpaui dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak 

mernberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran 
Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB 
harus diterbitkan dalarnjangka waktu paling Jama 1 (satu) bulan. 

(6) ApabiJa Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau 
utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk 
melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya 
terse but. 

(7) Pengembalian kelebihan pernbayaran Pajak atau Retribusi sebagairnana 
dirnaksud pada ayat ( 1) dilakukan dalam jangka waktu paling Jama 2 (dua) 
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB. 

(8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan 
setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk 
memberikan imbalan bunga dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan 
oleh Menteri atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran 
Pajak atau Retribusi. 

Bagian Kelima 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atau Retribusi 

Pasal 97 
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(1) Kepala Daerah dan bank tern.pat pernbayaran PKB, BBNKB, melakukan 
rekonsiliasi data penerimaan Opsen PKB. Opsen BBNKB setiap triwulan. 

(2) Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 
membandingkan: 

Paragraf 3 
Rekonsiliasi Pajak 

Pasal 100 

(1) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan kelebihan pernbayaran PKB yang 
disebabkan oleh keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (6), 
dan/atau kelebihan pembayaran BBNKB, pengernbalian kelebihan 
pcmbayaran PKB dan/atau BBNKB termasuk memperhitungkan 
pengembalian kelebihan pembayaran Opsen PKB dan/atau Opsen 
BBNKB. 

(2) Dalam ha! permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) disetujui, gubernur mcnerbitkan SKPDLB PKB dan/atau SKPDLB BBNKB 

dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam l?asal 137. 
(4) Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 

kepada Kepala Daerah, pada hari penerbitan atau paling lambat 3 (tiga) 
hari kerja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan. 

(5) Berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala 
Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran Opsen PKB, atau Opsen 
BBNKB kepada gubernur paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya 
SKPDLB. 

Paragraf 2 
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen PKB 

dan Opsen BBNKB 
Pasal 99 

(1) Wajib Pajak Opsen PKB dan Opsen BBNKB mernbayar Pajak terutang 
rnenggunakan SSPD berdasarkan SKPD. 

(2) SSPD dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat berupa 
dokumen penetapan dan pembayaran sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan mengenai sistem adrninistrasi 
manunggal satu atap kendaraan bermotor. 

(3) Pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ke kas Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 
dilakukan bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB ke kas 
Daerah provinsi. 

Bagian Keenam 
Op sen 

Paragraf 1 
Penetapan, Pembayaran, dan Penyetoran Opsen PKB 

dan Opsen BBNKB 
Pasal 98 

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengernbalian kelebihan 
pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I] 
diatur dengan Peraturan Bupati. 
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(1) Pemerintah Daerah dapat: 
a. mengajukan pcnawaran kcrja sama kepada pihak yang dituju 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (l); dan 
b. menerima penawaran kerja sama dad pihak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 101 ayat (1). 
(2) Kerja sarna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) dituangkan 

dalam dokurnen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati, 
(3) Khusus untuk bentuk kerja sarna sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 

101 ayat (2) huruf a, dokumen pcrjanjian kerja sarna ditetapkan oleh 
Kepala Daerah bersama mitra kerja sama. 

Pasal 102 

(I) Dalam upaya mengoptimalkan penerimaa.n Pajak, Pernerintah Daerah 
dapat mela.ksanakan kerja sama optimaltsasi pemungutan Pajak dcnga.n: 
a. Pemerintah; 
b. Pcrnerintah Daerah lain; dan/atau 
c. pihak ketiga. 

(2) Bentuk kerja sama scbagaimana dirnaksud pada ayar ( 1) dapar rneliputi: 
a. pcrtukaran dan/atau pernanfaatan data dan/atau infonnasi 

perpajakan, perizinan, serta data dan/atau i.nformasi lainnya sesuai 
dengan kctentuan pcraturan perundang-undangan; 

b. pcngawasan Wajib Pajak bersarna sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan: 

c. pernanfaatan program/kegiatan pcni.ngkatan pelayanan kepada 
masyarakat, khususnya di bidang perpajakan; 

d. pentlampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; 
e. peningkatan pengetahuan dan kernampuan aparatur/sumber daya 

man usla di bidang perpajakan; 
r. penggunaan jasa layanan pernbayaran oleh pihak ketiga: dan 
g. bentuk kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan 

dengan didasarkan pada pertirnbangan efisiensi dan efektivitas 
pelayanan publik serta saling menguntungkan. 

(3) Oentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf a sarnpai 
dengan huruf e dan huruf g dapat dilaksanakan bersarna dengan 
Pernerintah dan/atau Pernerintah Daerah la.in. 

(4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sarnpai 
dengan huruf g dapar dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga. 

Bagian l<etujuh 
Kerja Sama Optirnalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data 

Paragraf 1 
Ketja Sama Optirnalisasi Pemungutan Pajak 

Pasal 101 

a. SKPD atau SP1'PD; 
b. SSPD; 
c. rekening koran bank; dan 
d. dokumen pcnyelesaian kckurangan pcmbayaran Pajak dan 

pengembalian kelebihan pembayaran Pajak. 
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(l) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan kctentuan 
um um dan tata cara pemungutan Pajak clan Retribusi. 

(2) Ketentuan urnum clan tata cara pernungutan Pajak dan Retribusi 
scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi pengaturan mengenai: 
a. pendaftaran dan pendataan: 
h. penet.apan besaran Pajak clan Retribusi terutang: 
c. pembayaran dan penyetoran: 
d. pelaporan; 
e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan; 
f. perneriksaan Pajak; 
g. penagihan Pajak dan Retribusi: 
h. keberatan; 
i. gugatan; 
j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupat.i; nan 
k. pcngaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak 

dan Rerribusi. 
(3) Ketentuan lebih lanjut rnengenai tata cara pernungutan Pajak clan 

Retribusi diatur dengan Pcraturan Bupati berpedoman pada ketentuan 
pcraturan perundang-undangan. 

Bagian Kcdclapan 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pernungutan Pajak clan Retribusi 

Pasal 104 

(l) Dalam rangka optimalisasi pernunguran Pajak, Pemerintah Daerah dapat 
meminta data darr/atau inforrnasi kepada pclaku usaha penyedia sarana 
komunikasi clcktronik yang digunakan untuk transaksi usaha darr/atau 
berwenang menghubungkan sistern transaksi usaha wajib pajak kepada 
sistem informasi Pemerinrah Daerah , 

(2) Data clan/atau inforrnasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 
data clan/atau inforrnasi yang berkaitan dengan orang pribacll atau Badan 
yang terdaftar clan merniliki omzet. 

Paragraf 2 
Penghimpunan Data dan/at.au lnformasi 81ektronik dalam 

Pemu ngu tan Pajak 
Pasal 103 

(4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
paling sedikit mengatur ketentuan mengenai: 
a. subjek kerja sama; 
b, rnaksud dan tujuan; 
c. ruang lingkup; 
d. hak dan kewajiban para pihak yang terlibat; 
e. jangka waktu perjanjian; 
f. sumber pembiayaan; 
g. penyelesa.ian perselisihan; 
h. sanksi; 
i. korespondensi: dan 
j. perubahan. 
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( l) Setiap pejabat dilarang rnernberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu 
yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam 
rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah. 

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga cerhadap 
tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk membantu dalam 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
perpajakan Daerah. 

(3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) adalah: 
a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli 

dalam sidang pengadilan; dan 
b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 

untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau 
instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam 
bidang Keuangan Daerah. 

(4) Untuk kepentingan Daerah, Kepala Daerah berwenang rnernberikan izin 
tertulis kepada pejabat sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan tenaga 
ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, 
memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak 
yang ditunjuk. 

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau 
perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukurn acara pi.dana dan 
hukum acara perdata, Kepala Daerah dapat memberikan izin tertulis 
kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). untuk memberikan dan 
mernperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada 
pad an ya. 

(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus 
menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang 
diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang 
bersangkutan dengan keterangan yang diminta. 

BAB VIII 
KERAHASIAAN DATA WAJJB PAJAK 

Pasal 106 

(1) Dalam upaya mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi, 
Pemerintah Daerah melaksanakan pemungutan Pajak dan/atau Retribusi 
mengikuti besaran tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden. 

(2) Dalam hal jangka waktu penyesuaian tarif Pajak dan/atau Retribusi 
yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden berakhir, tarifyang ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak dan/atau Retribusi dapat 
diberlakukan kembali. 

BAB Vil 
PAJAK DAN RETRJBUSI DALAM RANGKA MEN DU KUNG KEMUDAHAN 

BERUSAHA DAN BERINVESTASI 
Bagian Kesatu 

Penyesuaian Tarif Pajak dan Retribusi 
Pasal 105 

56 



Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib 

Pajak, diancarn dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban mernbayar atas layanan 
yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam 
dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 111 

Pasal 110 

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah 
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang 
atau masa Pajak be.rakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun 
Pajak yang bersangkutan berakhir. 

Pasal 109 

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya rnengisi SSPD BPHTB dan/atau 
SPTPD dengan tidak be.nar atau tidak lengkap atau rnelampirkan 
keterangan yang tidak benar atau tidak menyarnpaikan, sehingga 
merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau 
pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2J Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD 
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang 
tidak benar atau tidak rnenyampaikan, sehingga merugikan Keuangan 
Daerah, diancaro dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BA.BX 
KETENTUAN PIDANA 

Pasal 108 

(1) Instansi yang melaksanakan pernungutan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah diberikan insentif pemungutan dari realisasi penerimaan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah atas dasa.r 
pencapaian kinerja tertentu yaitu pencapaian target penerimaan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan. 

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan 
melalui APBD. 

(3) Tata Cara pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah dan Rettibusi 
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) diatur dengan Peraturan 
Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang­ 
undangan. 

BAB IX 
INSENTIP PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSJ 

Pasal 107 
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Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 
a. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Pajak Daerah; 
b. Pera tu ran Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2011 ten tang 

Perizinan Tertentu; 
c. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu; 
d. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Retribusi Jasa Umum; 

e. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah cliubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Deli Serdang Nomo:r 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Usaha; 
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

BABXII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 113 

Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai berlaku: 
a. Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB berlaku 

pada tanggal 5 Januari 2025; 
b. Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 107, hanya dapat dilaksanakan sampai 
dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil 
negara yang telah mernpertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan 
fungsi pernungutan Pajak dan Retribusi; 

c. Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang 
telah clilaksanakan berdasarkan perjanjian, masih tetap berlaku sampai 
berakhirnya masa perjanjian; 

d. Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum 
cliselesaikan sebelum Peraturan Daerah rm diundangkan, 
penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang 
Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan 
Daerah ini; 

e. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan 
pelaksana di bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum 
diatur dengan peraturan pelaksana yang baru berdasarkan Peraturan 
Daerah ini. 

BABXJ 
KETENTUAN PERALJHAN 

Pasal 112 
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LIH SIREGAR, SH 
0820 201001 1 017 

~m~~suai dengan aslinya 
~$~~A lAN HUKUM 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG, 
PROVfNST SUMATERA UTARA, NOMOR 1-24/2024 

TIMUR TU MANGGOR 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2024 NOMOR l 

Ttd 

Diundangkan di Lubuk Pakam 
pada tanggal 4 Januari 2024 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG 

M. ALl YUSUF SIREGAR 

Ttd 

Ditetapkan di Lubuk Pakam 
pada tanggal 4 Januari 2024 
BUPATIDELJSERDANG 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli 
Serdang 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 114 
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